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BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR {} /BAPPEDA/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Tahun 2014-20109;

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007

Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);



Menetapkan :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor S Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013
Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun

2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 31);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2014-20109.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangannya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD vyang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode S (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode S (lima) tahun.

10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

11.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 2
(1) Renstra SKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019,
terdiri dari:
a. BABI : PENDAHULUAN;
b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN SKPD;
c. BABIII : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI;

d. BABIV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN;

E. BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF;

f. BABVI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD;

g. BABVII : PENUTUP.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Renstra SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan:

a.penjabaran dari RPJMD Tahun 2014-2019 yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2014-2019 yang
antara lain di dalamnya mengatur arah kebijakan
perekonomian dan isu strategis pembangunan Kabupaten,
rencana kerja dan pendanaannya;
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b.pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan memutakhirkan
rencana kerja setiap tahunnya; dan

c.pedoman bagi SKPD dalam menyusun rancangan RKA
termasuk masukan dalam menyusun rancangan KUA dan
PPAS-SKPD setiap tahunnya.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan

Rancangan APBD, setiap tahunnya SKPD berkewajiban:

a. menggunakan Renstra SKPD sebagai pedoman dan sumber
utama dalam penyusunan renja setiap tahunnya; dan

b.sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja agar
menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
untuk evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renstra
SKPD dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 My 2015
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‘ IBRAHIM
BERITA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR




BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD )
digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan,
Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja SKPD ) dan Rencana Kerja

Tahunan ( RKT).

Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan
yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan
berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh
karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh wunsur

pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.
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